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PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan suatu proses belajar dan pembelajaran dalam rangka untuk 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan setiap individu. Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1: 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara. 
 
 Pendapat lain diungkapkan oleh Kevin Carmody and Zane Berge (2005:3) yaitu 
“Education can be defined as an activity undertaken or initatied to effect changes in 
knowledge, skill, and attitudes of individuals, group or communities”. Artinya bahwa 
pendidikan itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh 
perubahan dalam pengetahuan, kemampuan, dan sikap dari individu, kelompok atau 
komunitas. 
Pendidikan berperan penting dalam usaha menciptakan masyarakat yang beriman, 
berakhlak mulia, berilmu serta demokratis dan bertanggungjawab. Pendidikan merupakan 
sebuah kebutuhan mendasar dari setiap individu. Pendidikan yang berkualitas merupakan hak 
bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini ditegaskan pada Undang-Undang No. 20 tahun 
2003 BAB IV pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama 
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 
Pendidikan dalam pelaksanaanya dibagi menjadi tiga jalur, yaitu pendidikan formal, 
pendidikan informal dan pendidikan non formal. Indonesia memiliki bermacam-macam 
lembaga pendidikan negeri dan swasta dari berbagai jenjang. Kondisi masyarakat Indonesia 
bermacam-macam pula adanya. Peserta didik yang pada dasarnya merupakan peserta dari 
penyelenggaraan pendidikan itu sendiri terdiri dari berbagai macam kondisi dan kemampuan. 
Peserta didik yang memiliki kondisi serta kemampuan rata-rata atau di atasnya maka akan 
ditempatkan pada sekolah reguler, namun bagi peserta didik yang memiliki kondisi serta 
kemampuan dibawah rata-rata akan ditempatkan pada sekolah berkebutuhan khusus. Sekolah 
dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus sering disebut dengan Sekolah Luar Biasa, hal 
ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 BAB IV pasal 5 ayat (2) Warga negara 
yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak 
memperoleh pendidikan khusus. 
Sekarang ini kondisi serta kemampuan yang dimiliki peserta didik pada sekolah 
berkebutuhan khusus tersebut sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya. 
Kendatinya para penyandang cacat (difabel) memiliki 
hak untuk mengembangkan potensi serta bakat yang dimilikinya. Pendidikan luar biasa 
bertujuan untuk membekali para peserta didik dengan kebutuhan khusus agar mampu berperan 
aktif dalam masyarakat serta memiliki konstribusi yang positif dengan mengembangkan 
potensinya. Dijelaskan pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 BAB VI pasal 32 ayat (1): 
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat 
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, 
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 
 
Berbagai macam serta jenjang pendidikan Sekolah Luar Biasa yang ada di 
Indonesia diantaranya SLB-A, SLB-B, SLB-C, dan SLB-D. Menurut Lampiran Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Isi, 
SLB-A dikhususkan bagi penyandang tunanetra, SLB-B dikhususkan bagi penyandang 
tunarungu, SLB-C dikhususkan bagi penyandang tunagrahita, dan SLB-D dikhususkan bagi 
penyandang tunadaksa. Sekolah luar biasa juga terdapat berbagai jenjang pendidikan yakni, 
Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah 
Menengah Atas (SMA), dan kelas tambahan yaitu kelas khusus untuk anak penyandang autis. 
    Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bahan ajar atau 
materi ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan peserta didik berkebutuhan 
khusus (difabel) khususnya peserta didik yang menyandang Tunarungu. Tunarungu adalah 
individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. 
Hambatan pendengaran seorang individu tunarungu juga mempengaruhi hambatan dalam 
berbicara. 
 Menurut Shantie, C., & Hoffmeister, R. J. (2000) “According to statistical data, only 
about 10% of the deaf are born and raised in families of deaf people (“real” deaf). The 
remaining 90% are hearing-impaired children born from hearing parents. Typically, these 
children learn to read lips, and study sign language much later or do not study it at all”. 
Artinya bahwa Menurut data statistik, hanya sekitar 10% tunarungu lahir dan dibesarkan dalam 
keluarga orang tunarungu ( "nyata" tuli). Sisanya 90% adalah pendengaran anak yang lahir dari 
mendengar orang tua. Biasanya, anak-anak ini belajar membaca bibir, dan belajar banyak 
bahasa isyarat atau tidak belajar sama sekali. 
 Tenaga kependidikan merupakan suatu komponen yang penting dalam 
penyelenggaraan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, 
meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang 
pendidikan. Selain itu tenaga kependidikan harus mempunyai kompetensi yang wajib ada. Hal 
ini terdapat pada pasal 10 ayat (1)  Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 
dosen menyatakan bahwa 
Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 
dan kompetensi profesional. 
Pada pasal tersebut dapat dimaknai bahwa pendidik atau tenaga kependidikan sebagai 
komponen yang penting dalam pembelajaran harus memiliki empat kompetensi tersebut. 
Kompetensi profesional merupakan kemampuan seorang tenaga pendidik dalam menguasai 
materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta 
didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang erat 
hubungannya dengan  materi pembelajaran. Maka dari itu munculah sebuah tuntutan kepada 
pendidik untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu sesuai dengan bidang yang mereka tekuni 
agar tercapai sebuah keprofesionalan. 
Pencapaian keprofesionalan tersebut perlu dipahami adanya standar kompetensi guru. 
Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam 
bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki 
jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan. 
Ruang lingkup standar kompetensi guru meliputi tiga komponen kompetensi, yaitu: 
Pertama, komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran yang mencakup: 1. 
penyusuan perencanaan pembelajaran, 2. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar, 3. 
penilaian prestasi belajar peserta didik, 4. pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian. 
Kedua, komponen kompetensi pengembangan potensi yang diorientasikan pada 
pengembangan profesi. Ketiga, komponen kompetensi penguasaan akademik yang 
mencakup: 1.pemahaman wawasan kependidikan, 2. penguasaan bahan kajian 
akademik. (Depdiknas dalam Abdul Majid 2008: 6) 
 
Berkembangnya keilmuan juga harus diikuti oleh perkembangan materi yang ada di 
sekolah-sekolah. Menurut Adjat Sudrajat (2009: http: //natalegawa.com) menyatakan bahwa, 
”Perkembangan materi atau bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum’’. Artinya 
bahan belajar yang akan kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Pada kurikulum 
tingkat satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah, namun 
bagaimana untuk mencapainya dan apa bahan ajar yang digunakan diserahkan sepenuhnya 
kepada para pendidik sebagai tenaga profesional. Dalam hal ini, guru dituntut untuk 
mempunyai kemampuan mengembangkan bahan ajar sendiri. Untuk mendukung kurikulum, 
sebuah bahan ajar bisa saja menempati posisi sebagai bahan ajar pokok ataupun suplementer. 
Bahan ajar pokok adalah bahan ajar yang memenuhi tuntutan kurikulum. Sedangkan bahan ajar 
suplementer adalah bahan ajar yang dimaksudkan untuk memperkaya, menambah ataupun 
memperdalam isi kurikulum. 
Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru dan harus dipelajari siswa 
hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar 
kompetensi dan kompetensi dasar. 
Menurut Aunurrahman (2009: 79) prinsip pemilihan bahan ajar, yaitu: ”Prinsip 
relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
 
1) Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau 
ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. Sebagai misal, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa 
berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa 
fakta atau bahan hafalan. 
2) Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai 
siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 
empat macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah 
mendeskripsikan pengertian, menganalisis peranan, menunjukkan sikap, 
menganalisis upaya, maka materi yang harus diajarkan sesuai dengan kompetensi 
dasar tersebut. 
3) Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam 
membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh 
terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang 
membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika 
terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk 
mempelajarinya. 
 
Uraian di atas dapat peneliti simpulkan selain memperhatikan jenis materi 
pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip 
kecukupan yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang 
menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti 
menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi 
pembelajaran, sedangkan kedalaman materi seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di 
dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh siswa. 
Penelitian terkait anak tunarungu oleh Vivik Andriani (2016: 64) memberikan beberapa 
kesimpulan dari hasil penelitiannya tentang strategi pembinaan anak tunarungu dalam 
mengembangkan interaksi sosial yang menyatakan bahwa “Strategi pembinaan yang diberikan 
guru kepada anak tunarungu dalam pengembangan interaksi sosial yaitu memakai bahasa bibir 
dan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ada dua macam yang pertama bahasa isyarat per-abjad dan 
yang kedua per-kalimat. Biasanya bahasa isyarat seperti ini sebagai pelengkap bahasa bibir 
saja. Faktor penghambat pembinaan anak tunarungu dalam pengembangan interaksi sosial 
adalah : 
a. Kurangnya minat belajar dalam kelas 
b. Suasana hati siswa yang suka berubah 
c. Terdapat dua kelas dalam satu ruangan 
Masalah yang sering dihadapi guru berkenaan dengan bahan ajar pada materi demokrasi 
adalah guru memberikan bahan ajar atau materi pembelajaran tersebut terkadang terlalu luas 
atau terlalu sedikit, terlalu mendalam atau terlalu dangkal, urutan penyajian yang tidak tepat, 
dan jenis materi bahan ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa, 
Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ketika menanyakan hal tersebut kepada guru 
pendidikan kewarganegaraan beliau menyatakan belum sepenuhnya menerapkan prinsip 
konsistensi dan prinsip kecukupan dalam menyusun materi pembelajaran hal ini dapat di lihat 
pada Standar Kompetensi 2. Memahami kehidupan berdemokrasi dan Kompetensi Dasar 2.1 
Menjelaskan pengertian demokrasi, 2.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan berdemokrasi 
dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dan 2.3 Menampakkan perilaku sikap positif 
terhadap kehidupan berdemokrasi dalam berbagai kehidupan. Materi Demokrasi, Pentingnya 
Kehidupan Demokrasi dalam Bermayarakat, Berbangsa dan Bernegara, penerapan demokrasi 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi 
dalam berbagai kehidupan  dalam hal ini belum memenuhi prinsip konsistensi, di karenakan 
materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa selain 
itu materi yang diajarkan juga terlalu benyak sehingga akan membuang-buang waktu untuk 
mempelajarinya, dalam hal ini belum adanya prinsip kecukupan dikarenakan materi yang 
diajarkan belum sepenuhnya membantu siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang akan 
diajarkan. 
Melihat pada kenyataan yang ada, bahwa masih adanya materi yang tidak sesuai dengan 
prinsip-prinsip bahan ajar di Sekolah Luar Biasa ternyata didukung oleh beberapa penemuan 
studi di SMA dan SMP. Hal ini ditunjukkan pada hasil skripsi oleh Susilo Tri Widodo (2007: 
115) memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya tentang analisis materi 
kewarganegaraan di SMA yang menyatakan bahwa “Materi kewarganegaraan yang ada di 
SMA Negeri 8 Surakarta untuk standar kompetensi Bangsa dan Negara dan Nilai,Norma, dan 
hukum belum sepenuhnya memenuhi prinsip relevansi, ketepatan dan konsistensi”. 
Selain temuan di atas, hal ini ditunjukkan juga pada hasil skripsi oleh Wahyudi (2008: 
101) memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya tentang analisis materi 
kewarganegaraan di SMP yang menyatakan bahwa : 
Faktor yang mempengaruhi relevansi materi kewarganegaraan di SMP N 16 Surakarta 
untuk standar kompetensi Norma dalam Masyarakat dan Makna Proklamasi 
Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama ada beberapa yang mempengaruhinya, yakni 
kurikulum yang ada di sekolah dan kemampuan guru dalam penyampaian materi 
pembelajaran. 
 
Adanya temuan mengenai studi analisis materi Kewarganegaraan yang lebih 
memfokuskan prinsip relevansi sehingga dimungkinkan sudah banyaknya buku yang telah 
relevan. Kemudian didukung pernyataan yang harus mementingkan prinsip konsistensi maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan materi Kewarganegaraan 
khususnya pada materi Demokrasi dengan prinsip bahan ajar konsistensi dan kecukupan pada  
Diktat Pendidikan Kewarganegaraan  kelas X  Tunarungu yang ada di SLB Negeri Surakarta. 
 
